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ABSTRAK

Hubungan Indonesia dengan Malaysia secara diplomatik terjalin sejak 31 Agustus 1957 dimana
saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Dalam aspek keamanan sendiri, Indonesia dengan
Malaysia menjalin beberapa kerja sama agar kedua belah negara yang menjadi kepentingan
bersama dengan tujuan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik diantara kedua belah
negara. Ekstradisi menjadi salah satu langkah yang digunakan oleh Kepolisian Republik
Indonesia dan Kepolisian Diraja Malaysia. Dalam pelaksanaannya, ekstradisi memiliki
birokrasi yang sangat panjang. Maka pada akhirnya terdapat kerja sama handing over yang
dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia. Dalam
konsep kerja sama bilateral yang dikemukakan oleh K.J. Holsti adalah terdapat suatu
kepentingan yang menjadi landasan kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi
dalam beberapa bidang yang ada dengan cara serta tujuan yang telah disepakati bersama.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara memperoleh data yaitu
dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dengan adanya
kerja sama handing over, Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2022 — 2023 berhasil
memulangkan 4 buronan dari Malaysia. Sebelumnya, dari tahun 2018, Kepolisian Republik
Indonesia belum pernah berhasil dalam melakukan ekstradisi buronan Kepolisian Republik
Indonesia dari Malaysia. Dengan begitu, kerja sama handing over yang dilakukan oleh
Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia dibuktikan efektif.

Kata Kunci: Handing Over, Interpol, Kepolisian Republik Indonesia
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ABSTRACT

Indonesia's relationship with Malaysia has been diplomatically established since August 31,
1957, when Malaysia declared its independence. In the aspect of security itself, Indonesia and
Malaysia have established several collaborations so that both countries have common interests
with the aim of improving better coordination between the two countries. Extradition is one of
the steps used by the Indonesian National Police and the Royal Malaysian Police. In its
implementation, extradition has a very long bureaucracy. Then, in the end there was handing
over cooperation carried out by the Indonesian National Police with the Royal Malaysian Police.
In the concept of bilateral cooperation put forward by K.J. Holsti, there is an interest that
becomes the basis for an agreement between two countries to interact with each other in several
existing fields in a mutually agreed manner and purpose. The research method used is a
qualitative method by obtaining data, namely collected through literature studies and interviews.
The results of this study with the handing over cooperation, the Indonesian National Police in
2022-2023 managed to repatriate 4 fugitives from Malaysia. Previously, from 2018, the
Indonesian National Police had never succeeded in extraditing fugitives from the Indonesian
National Police from Malaysia. That way, the handing over cooperation carried out by the
Indonesian National Police with the Royal Malaysian Police was proven effective.

Keywords: Handing Over, Interpol, Indonesian National Police
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi masyarakat internasional di saat ini sangat didukung oleh adanya
kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi serta transportasi, yang membawa dampak
positif serta negatif. Kerentanan keamanan semakin meningkat karena mudah untuk berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lain. Kejahatan internasional sudah tidak lagi mengenal batas-
batas wilayah. Semakin banyak kejahatan internasional yang terjadi.

Kejahatan Internasional sendiri merupakan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan
suatu keresahan komunitas internasional maupun perbuatan yang melanggar kepentingan
mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional. Kejahatan internasional biasa dilakukan di
lintas batas negara, dilakukan orang yang bukan warga negara terkait, maupun melibatkan dua
negara atau lebih dalam perbuatannya serta dapat juga dikategorikan kejahatan internasional
ketika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara sendiri di dalam suatu negara (Poerana,
2019).

Kejahatan berdasarkan tata bahasa adalah perbuatan serta tindakan jahat seperti yang
lazim orang ketahui maupun dengarkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau
KBBI, kejahatan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai maupun norma yang
telah disahkan oleh hukum tertulis. Pada dasarnya, kejahatan ialah suatu perbuatan yang
melanggar hukum pidana maupun Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat dan

perbuatan tersebut sangat merugikan yang bersangkutan dan lingkungan sekitar (umko.ac.id).



Kejahatan internasional dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya bagi
suatu negara. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk Divisi
Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Polri) yaitu Set-NCB
Interpol Indonesia dalam mengatasi kasus kejahatan internasional. Interpol sendiri merupakan
organisasi yang dibangun atas kesepakatan bersama dalam mengatasi berbagai kejahatan lintas
batas negara yang terjadi di dunia.

ICPO-Interpol atau International Criminal Police Organization — International Police
menjadi suatu wadah kerja sama internasional kepolisian untuk meningkatkan pendidikan juga
pengetahuan bagi negara anggota dan menjadi suatu organisasi kepolisian internasional yang
terbesar di dunia. Terhitung sampai sekarang, terdapat 195 negara anggota yang bergabung
dengan Interpol (INTERPOL, 2023). NCB-Interpol Indonesia menjadi salah satu anggota dari
ICPO-Interpol yang memiliki pengaruh dan dampak positif dalam penanganan kejahatan dalam
ranah internasional. Indonesia sendiri bergabung sebagian anggota ICPO-Interpol di tahun 1954.
Untuk menangani kasus kejahatan internasional, NCB-Interpol Indonesia bertugas untuk
melaksanakan kegiatan kerja sama interpol untuk pencegahan serta pemberantasan kejahatan
internasional maupun transnasional dan pelayanan umum internasional yang memiliki kaitan
dengan kejahatan, pelaku kejahatan, buronan kejahatan, juga bantuan hukum internasional.
NCB-Interpol Indonesia memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan koordinasi
pelaksanaan ekstradisi (NCB-INTERPOL INDONESIA, 2023).

Buronan internasional yang tertangkap oleh NCB-Interpol dapat dipulangkan ke negara
asalnya dengan jalur ekstradisi. Buronan sendiri merupakan orang yang sedang diburu oleh
polisi atau orang yang melarikan diri dari polisi. Untuk buronan internasional lazimnya akan

dicari oleh otoritas penegak hukum di negara asalnya dan para penegak hukum akan



mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama mereka (Institute for Criminal Justice
Reform, 2016). Buronan dapat dicari dengan Interpol red notice dalam rangka untuk penuntutan
atau agar dapat menjalankan hukuman. Red Notice merupakan permintaan kepada penegak
hukum di seluruh dunia agar dapat menemukan serta menangkap sementara buronan
internasional tersebut sambil menunggu ekstradisi, penyerahan diri maupun tindakan hukum
yang serupa. Red Notice memiliki guna dalam mengingatkan kepolisian di seluruh negara bahwa
terdapat seseorang atau buronan yang sedang dicari oleh polisi negara peminta karena orang
tersebut diduga melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana yang berdasarkan oleh
sistem hukum negara peminta. Red Notice bukan merupakan suatu perintah untuk penahanan
namun untuk pemberitahuan kepada seluruh dunia bahwa terdapat orang yang sedang dicari.
Namun, dalam penerbitan red notice, surat perintah penangkapan menjadi suatu dasar agar red
notice dapat diterbitkan (INTERPOL, 2023). Dengan begitu, red notice dapat menjadi dasar
kepolisian untuk menangkap buronan yang sedang dicari. Buronan internasional akan
menghadapi proses ekstradisi jika mereka berhasil ditangkap oleh negara lain dan negara
peminta atau negara asal mereka meminta mereka untuk kembali agar dapat menjalani hukuman.
Ekstradisi merupakan suatu proses lanjutan setelah buronan telah diketahui
keberadaannya di suatu negara. Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 UU Ekstradisi yaitu:
“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh
suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau
dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan

dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena
berwenang untuk mengadili dan memidananya.”

(AHU, 1979)
Seseorang dapat diekstradisi jika disangka akan melakukan kejahatan atau untuk

melakukan pidana maupun perintah penahanan (Damayanti, 2023).



Penggunaan ekstradisi untuk saat ini masih menjadi pilihan ke-2, ekstradisi dianggap
kurang efisien karena terlalu banyak memakan waktu. Ekstradisi dapat selesai paling cepat
minimal 1 tahun. Ekstradisi melalui proses yang sangat panjang dan terdapat komplikasi dalam
birokrasi. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia guna untuk mengatasi masalah yang
memungkinkan buronan untuk melarikan diri dengan mudahnya. Agar terciptanya keamanan,
ketertiban, serta timbal balik yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 7 Juni
1974, Indonesia mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia (Erawaty, 2017). Perjanjian
ekstradisi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia terdapat dalam
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi. Secara umum berisikan,

“Untuk mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penegakan hukum dan

pelaksanaan peradilan, perlu diadakan kerja sama dengan negara tetangga, agar orang-

orang yang dicari atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri tidak dapat

meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima. Kerja sama yang efektif itu
hanya dapat dilakukan dengan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan”

(BPK RI, 1974)

Hubungan Indonesia dengan Malaysia secara diplomatik terjalin sejak 31 Agustus 1957
di mana saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Penang Malaysia, 2024). Indonesia dan Malaysia menjalin komunikasi yang cukup intens
dikarenakan adanya kunjungan antar pemimpin kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia
cukup tinggi. Dalam aspek keamanan sendiri, Indonesia dengan Malaysia menjalin beberapa
kerja sama agar kedua belah negara yang menjadi kepentingan bersama dengan tujuan dapat
meningkatkan koordinasi yang lebih baik diantara kedua belah negara (Kementrian Pertahanan
Republik Indonesia, 2022). Dalam bidang Militer Pertahanan diantara Indonesia serta Malaysia

sudah dimulai dari ditandatanganinya suatu perjanjian damai pasca konfrontasi di tanggal 11



Agustus 1966. Hubungan tersebut terus berlanjut sampai dengan tahun 1971 yang dinaungi pada
forum General Border Committee atau GBC Malindo. Forum ini merupakan forum koordinasi
serta kebijakan lintas sektoral tertinggi yang melaksanakan dalam fungsi teknis yang melibatkan
berbagai unsur antara lain ialah Angkatan bersenjata, Kepolisian, Kementerian Pertahanan,
Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, juga instansi lain dari kedua negara. Pada
sidang ke-35 dalam forum GBC pada tahun 2006, Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Juwono
Sudharsono menyampaikan diperlukannya tambahan kekuatan serta peralatan karena
banyaknya kasus yang terjadi di daerah perbatasan kedua belah negara. Pada akhirnya,
Indonesia juga Malaysia membentuk Joint Police Cooperation Committee atau JPCC untuk
menangani berbagai kejahatan kriminal dan serta kegiatan terorisme yang terjadi diperbatasan
kedua negara. JPCC menjadi suatu kerja sama Kepolisian Indonesia dengan Malaysia yang
memiliki sifat bilateral (Putra A. P., 2019).

Di tahun 2020, terdapat kasus Djoko Tjandra yang merupakan pelaku tindak pidana
korupsi. Kasus ini sudah ada dari tahun 1999 dan Djoko Tjandra sendiri telah menjadi buronan
internasional semenjak terbitnya red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra di tanggal 10
Juli 2009 dengan nomor red notice A-1897/7-2009. Djoko Tjandra berhasil melarikan diri
keluar negeri setelah MA mengabulkan peninjauan kembali. Djoko Tjandra diduga
keberadaannya di Malaysia, maka dari itu Pihak Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dengan
Polri membentuk tim khusus dalam pencarian untuk terciptanya suatu koordinasi yang baik.
Djoko Tjandra berhasil diamankan aparat berwajib Malaysia. Penjemputan Djoko Tjandra di
Malaysia sendiri atas perintah Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Jokowi untuk segera
menuntaskan kasus ini. Walaupun begitu, upaya ekstradisi menjadi sulit dikabulkan jika negara

tempat pelaku ini berada dengan berbagai pertimbangan. Ekstradisi memiliki birokrasi yang



sangat panjang (Shinta, 2019). Pada akhirnya proses pemulangan ini dilakukan dengan suatu
metode kerja sama antar Polri dengan PDRM yaitu metode atau jalur Police to Police (p to p)
yang berawal dari surat yang dikirimkan oleh Kapolri Jendral Polisi Idham Azis kepada Kepala
Polisi Diraja Malaysia. Jalur p fo p menjadi lebih efisien daripada ekstradisi. Proses yang
digunakan dalam pemulangan Djoko Tjandra ialah handing over (Prasetyo, 2020).

Ditahun 2022, Apin BK ditangkap di Malaysia atas kasus bandar judi onl/ine di Sumatera
Utara. Red Notice atas nama Jonni alias Apin BK terbit di tanggal 28 September 2022 dengan
nomor red notice A-8278/9-2022 dengan peminta yaitu Ditreskrimsus Polda Sumut.
Tertangkapnya Apin BK atas kerja sama Polri dengan PDRM melalui skema p to p yang
diserahkan dengan mekanisme handing over. Apin BK sendiri sempat melarikan diri dan
bersembunyi di Singapura lalu melarikan diri ke Malaysia (detikNews, 2022). Di tahun 2023
terdapat dua kasus terkait pemulangan buronan Indonesia melalui mekanisme handing over dari
Malaysia, pada bulan Januari Antoni Akbar ditangkap Malaysia atas kasus penyelundupan 179
kilogram sabu dari Malaysia ke Indonesia. Antoni Akbar sendiri merupakan buronan
Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan nomor red notice A-9136/10-2022 yang terbit pada 25
Oktober 2022 (Tara, 2023). Sedangkan pada bulan Mei, Adil Anwar alias Atek ditangkap
setelah selama tiga tahun berada di Penang, Malaysia dan dilakukan handing over lalu
dilimpahkan kepada Kejaksaan. Adil Anwar sudah menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO
semenjak tahun 2020 dan Adil Anwar resmi menjadi buronan internasional setelah red notice
atas nama Adil Anwar terbit ditanggal 6 Maret 2023 dengan nomor red notice A-1943/3-2023.
Adil Anwar diamankan oleh PDRM dengan kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang
merupakan buronan Ditreskrimum Polda Sumut setelah berpindah-pindah dari Malaysia dan

Singapura (voi.id, 2023).



Tabel 1. 1 Handing Over Incoming

HANDING OVER INCOMING
JUMLAH
TAHUN LOKA%&%NDING HANDING KASUS
OVER
2020 1 KORUPSI
2021 - -
2022 MALAYSIA 1 JUDI ONLINE
MENUJU
INDONESIA NARKOTIKA
2023 3 PENIPUAN DAN
PEMALSUAN
NARKOTIKA
Tabel 1. 2 Handing Over Outgoing
HANDING OVER OUTGOING
JUMLAH
TAHUN LOKA%I‘EE;NDING HANDING KASUS
OVER
2020 - -
2021 INDONESIA - -
MENUJU
2022 MALAYSIA - -
2023 - -

P to p yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia terdapat dalam Labuan Bajo
Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation in Combating Transnational Crime
dimana deklarasi ini hasil dari The Seventeenth ASEAN Ministeral Meeting on Transnational
Crime atau 17" AMMTC yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada tanggal 21 Agustus 2023.
Dengan adanya deklarasi ini, Kawasan regional ASEAN menyatakan akan meningkatkan

kompetensi otoritas, Lembaga serta layanan dalam memfasilitasi pertukaran informasi yang



aman serta cepat melalui daftar kontak yang sudah ditetapkan berdasarkan mekanisme AMMTC
juga platform lain yang sudah ada dalam upaya untuk memerangi kejahatan transnasional di
Kawasan. Pada deklarasi ini juga, Kawasan regional ASEAN menyatakan akan bekerja sama
antar lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan
pemberantasan kejahatan transnasional. Deklarasi ini akan digunakan sebagai suatu sarana kerja
sama langsung antara lembaga penegak hukum dan pihak yang memiliki wewenang
(ASEANAPOL, 2023).

Handing Over merupakan suatu mekanisme atau model dari kerja sama p to p yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat dalam memulangkan buronan ke
negara peminta subjek yang diburu (Kanwil Bali, 2022). Handing over menjadi suatu prosedur
penyerahan yang lebih efisien, sederhana, dan cepat (Baihaqy, 2018). Jalur P to p merupakan
kerja sama internasional antar kepolisian secara tidak resmi. Jalur ini mengandalkan hubungan
dan kedekatan antar kepolisian (STIK-PTIK, 2023). Jalur P to p dianggap jauh lebih efektif
dibanding dengan ekstradisi. Kerja sama ini sangat mengarah pada hubungan timbal balik antar
penegak hukum dua negara. Handing Over dilakukan ketika permintaan ekstradisi belum
disampaikan maupun belum lengkap persyaratannya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul adalah
bagaimana kerja sama handing over Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja
Malaysia tahun 2022 — 2023?
1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Objektif



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama handing over yang
dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia
B. Tujuan Subjektif
1. Memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana di jurusan Ilmu
Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
2. Mengembangkan teori serta aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.
1.4  Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Adapun tujuan yang ingin peneliti capai ialah dapat membantu untuk peneliti
selanjutnya sebagai sebuah referensi serta dasar bagi penelitian berikutnya.
1.4.2  Manfaat Praktis
Manfaat secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk
menambah wawasan bagi peneliti dan masyarakat luas mengenai kerjasama yang
dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Diraja Malaysia dalam
menangani pemulangan buronan internasional melalui metode Handing Over. Serta,
penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran yang ada dalam

program studi itu sendiri.
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